
SALINAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 64 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai

landasan operasional pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;

b. bahwa untuk  maksud tersebut pada huruf a, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor  29   Tahun    1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

BUPATI SOPPENG



Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);



10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5043);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2  Tahun  2012  tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran

Pemerintahan Daerah (17 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2012;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3

Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Soppeng  Nomor 4 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 78);



29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Soppeng  Nomor 5 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha;

31.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 120);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99); sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Soppeng nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun

2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 125);



33.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2020 (Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 5 );

35.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng

Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 129.787.083.186,-
b. Dana Perimbangan Rp. 848.705.389.263,-
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 206.878.950.899,34

Jumlah Pendapatan Rp. 1.185.371.423.348,34
2.  Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 533.115.443.514,67
2). Belanja Subsidi Rp. 438.600.000,-
3). Belanja Hibah Rp. 41.937.643.200,-
4). Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.561.400.000,-
4). Belanja Bagi Hasil Rp. 2.723.530.004,-
5). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 113.481.167.115,-
6). Belanja Tidak Terduga Rp. 40.247.780.050,70

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 734.527.072.294,37

b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 9.428.593.000,-
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 316.895.993.984,90
3). Belanja Modal Rp. 238.432.007.722,68

Jumlah Belanja Langsung Rp. 564.756.594.707,58



Jumlah Belanja Rp. 1.298.262.158.701,95
Surplus/(Defisit) Rp. (112.890.735.353,61)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 119.890.735.353,61
b. Pengeluaran Rp 7.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 112.890.735.353,61

Pasal 2
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Oktober 2020

Pjs.BUPATI SOPPENG,

ttd

IDHAM KADIR

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 64

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM


